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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kewenangan diskresi yang dicantumkan di dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Kejaksaan, memberikan 

kewenangan yang lebih luas bagi kejaksaan sehingga menimbulkan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai keberlakuan wewenang diskresi tersebut 

dan juga mengenai kepastian hukum atas kebijakan penghentian 

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.  

Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan kewenangan 

diskresioner kejaksaan, kita harus mengetahui bagaimana keabsahan dari 

kewenangan diskresi tersebut yaitu dengan cara mengkajinya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. Setelah mengetahui bagaimana keabsahan kewenangan 

diskresi kejaksaan, maka setelah itu dapat terlihat bagaimana keberlakuan 

wewenang kejaksaan dalam menerapkan kebijakan penghentian 

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.  

Dikarenakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak diatur di 

undang-undang layaknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga timbulnya pertanyaan mengenai 

kepastian hukum hasil dari penerapan penghentian penuntutan berdasarkan 

keadilan restoratif. Maka dari itu, untuk mengetahui kepastian hukum 

keberlakuan kebijakan penghentian penuntutan dibutuhkannya   

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat beberapa hal pokok 

yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Ketentuan mengenai diskresi dalam peraturan perundang-undangan 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan. Penulis menemukan bahwa ketentuan 

mengenai diskresi yang tercantum di dalam Pasal 34A Undang-
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Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak memenuhi 

unsur-unsur dapat dilakukannya kewenangan diskresi yang diatur 

oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. Hal ini disebabkan kewenangan diskresi 

berdasarkan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan menyatakan bahwa perwujudan kewenangan 

diskresi tersebut tercantum di dalam Pasal 139 KUHAP. Pasal 139 

KUHAP memberikan kewenangan untuk menentukan untuk 

melimpahkan atau tidak melimpahkan suatu perkara, kewenangan 

tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum 

di dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Sedangkan jika ketentuan-

ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka perkara harus dilimpahkan 

ke pengadilan demi kepastian hukum. Dalam hal ini, 

Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat memutuskan berdasarkan 

penilaiannya sendiri apakah perkara yang ditangani dapat 

dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ketentuan mengenai dapat bertindak 

berdasarkan penilaiannya sendiri/diskresi telah bertentangan 

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan. 

2. Dalam penghentian penuntutan demi kepentingan hukum, KUHAP 

telah mengatur bahwa penghentian penuntutan selama tidak 

mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat untuk dibuka kembali 

atau dilanjutkan kembali untuk di praperadilankan. Peraturan 

Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif membahas mengenai penghentian 

berdasarkan kepentingan hukum. Hal ini dapat dilihat di dalam 

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Penuntut Umum berwenang 

menutup perkara demi kepentingan hukum”.  Dalam hal 

penghentian penuntutan telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan 
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Tinggi, maka Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dicatat 

dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register 

Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi 

Kepentingan Umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 12 ayat 

(6) dan (9) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

Sehingga tidak adanya kepastian hukum atas perkara yang 

dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif seperti 

layaknya yang ada di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

menyatakan bahwa setelah proses diversi berhasil mencapai 

kesepakatan Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi 

beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk 

dibuat penetapan.  

5.2 Saran 

1. Penulis menyarankan bahwa kewenangan diskresi yang diatur 

dalam Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia harus ditinjau kembali dan 

diselaraskan dengan ketentuan mengenai diskresi yang diatur di 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan. 

2. Penulis menyarankan pengaturan mengenai penghentian 

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dicantukam di dalam 

Undang-Undang Kejaksaan sehingga adanya kepastian hukum 

layaknya yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur 

mengenai penetapan pengadilan setelah terjadinya penghentian 

penuntutan sehingga timbulnya kepastian hukum. 
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